


KATA PENGANTAR
	 Alhamdullilah, keinginan menyajikan buku tentang peranan peradilan tata usaha Negara dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih akhirnya berhasil diwujudkan, setelah melalui liku-liku panjang dan menantang terutama ketiga mengkaji berbagai leteratur. Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan kehidupan negara dan bangsa yang sejahterah, aman, tentram dan damai serta menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum, menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang serta selaras antara badan atau pejabat  negara dan warga masyarakat, dalam usaha pemerintah menata kehidupa masyarakat untuk mencapai tujuan negara dapat menimbulkan sengketa antara pemerintah dengan masyarakat, instansi dengan aparatur  sehingga perlu mendapatkan penyelesaian. Penyelesaian sengketa tersebut di lakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara Sesuai Dengan Undang-Undang No.9 tahun 2004
       Penulisan buku ini mengkaji secara ilmiah Tentang Peranan peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dan sengketa kepegawaian sehingga objek utama adalah hukum positif dan atau perundangan – undangan yang relevan ,selain asas-asas hukum lainnya.Oleh karena itu bahan hukumnya itu adalah peraturan perundang-undangan.
     Peradilan peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu badan peradilan negara yang bebas merdeka tanpa pengaruh kekuasaan lainya dalam melaksanakan perannya berpegang pada pancasila dan Undang-Undang  Dasar 1945,serta peraturan undang undang yang berlaku sesuai denga pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 yang dalam pelaksanaannya masih banyak mengalami hambatan 
     Kewenangan yang didelegasikan kepada Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutuskan sengketa yang terjadi, Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pengadilan yang memiliki tugas untuk memeriksa,memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara bagi masyarakat pencari keadilan,baik politik maupun kepegawaian
     Disarankan seyogyannya  Peradilan Tata Usaha Negara dapat memperlancar dan meninjau kembali proses penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara dan kepegawaian sehingga prosedur dan tahapan peradilan menjadi cepat,sederhana,mudah murah, efisien dan efektif guna mewujudkan pemerintahan yang bersih di Indonesia.
Kata kunci:
· Pengawasan Pengadilan
· Pemerintahan yang baik dan bersih     
Seperti apa pun kualitasnya buku ini, hanya inilah yang mampu penulis sajikan. Bahkan penyajian buku ini pun nyaris tidak dapat terwujud, bila tidak ada bantuan dan dorongan dari berbagai pihak terutama suami, dan anak  rekan-rekan dosen di IPDN. Kritik, saran, dan pujian (semoga tulus) yang di sampaikan sangat berguna bagi penulis, dan tentu saja terima kasih. Untuk suami dan anakku (Difa Kalililah Rachman) serta Bapak H. Abdurahman Saleh (Orang tua) terima kasih atas waktunya bersama saya memberikan doa dan semangat untuk menyelesaikan buku ini. 
Terakhir, penulis berharap buku ini menjadi salah satu wujud pengabdian saya yang tak berharga kepada Allah al-Alim al-Khabir, salah satu bentuk kontribusi saya yang tidak begitu bernilai dalam pengembangan ilmu hukum administrasi, dan pelayanan saya yang sangat kecil kepada sesame manusia, Billahi taufiq wa hua waliyyul hidaya wal maqhfirah.     
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